[ SALINAN ]

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR S TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN

DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN

Menimbang

Mengingat

TENAGA KERJA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

bahwa perizinan dibidang lingkungan hidup sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor
S5 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan dan
penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, terutama terkait dengan jenis
dan nomenklatur perizinan;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2017, ketentuan penetapan Izin
Gangguan di Daerah telah dicabut, maka dengan
sendirinya kewenangan pemberian Izin Gangguan di
daerah menjadi hapus;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan
perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di
bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19353
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman
Modal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Perdagangan,
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Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala
Badan Penanaman Modal, Nomor 69 Tahun 2009;
Nomor M.HH-08. AH.01.01.2009; Nomor 60/M-
DAG/PER/12/ 200; Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk
Memulai Usaha;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017
tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita
Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
18 Tahun 2011 tentang Jenis Kegiatan Usaha
Masyarakat Yang Wajib Memperoleh Izin Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2016 Nomor 12);

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 47 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan
Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016
Nomor 1247);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 5
TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI
BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU, DAN TENAGA KERJA KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5
Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di bidang Perizinan dan Non
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
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Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5),
yakni jenis perizinan pada angka 7 sektor lingkungan hidup, diubah sebagai

berikut:
YANG MENANDA-
NO SEKTOR JENIS IZIN DAN NON IZIN TANGANI
7. | Lingkungan | a. Izin Lingkungan; Bupati
Hidup b. SKKL; Bupati
c. dihapus;
d. Izin Pengolahan/Pengangkutan Kepala Dinas
Sampabh;
e. Izin Tempat Penyimpanan sda
Sementara Limbah B3;
f. Izin Pembuangan Limbah Cair; sda
g. Izin Usaha Sarang Burung Walet; | sda

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) ditambah 2 (dua)
ayat baru, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), dan diantara ayat (3) dan ayat (4)
ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3a), selengkapnya Pasal 9 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(1a)

(1b)

(2)

(3)

(32)

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan
dan non perizinan yang telah diterbitkan, secara fungsional tetap
menjadi kewenangan Perangkat Daerah sesuai bidang dan jenis
perizinan dan non perizinan masing-masing.

Dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan/atau
non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah
yang membidangi, wajib menetapkan syarat-syarat dan prosedur
pemberian izin dan/atau non izin, paling lambat 6 (enam) bulan sejak
Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Penetapan syarat-syarat dan prosedur pemberian izin dan/atau non
izin sebagaimana dimaksud pada ayat (la), ditetapkan dengan
Peraturan Bupati tersendiri.

Pembinaan dan pengawasan secara administrasi dilakukan oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja.

Masing-masing Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap perizinan dan non perizinan yang diterbitkan melalui Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Monitoring dan
Evaluasi Perizinan dan Non Perizinan, dengan melibatkan Perangkat
Daerah lainnya yang terkait.
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(4) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi secara teknis dapat
memberikan rekomendasi pembatalan atau pencabutan atas izin yang
sudah diterbitkan, dalam hal Pemegang izin terbukti menyalahgunakan
izin, melanggar larangan, dan/atau tidak mematuhi syarat dan
ketentuan yang ditetapkan dalam izin.”

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 08 Desember 2017
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP / TTD
H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 08 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD
H. SUYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 46.-

T NIP. 19660170 198602 1003
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